KOMPAS, SELASA, 15 MEI 2012

BPK Temukan Bukti

JAKARTA, KOMPAS Penyelewengan anggaran

perjalanan ¢
perjalanan
merupaka

sebesar 30-40 persen dari biaya
nas Rp 18 triliun selama setahun
1 indikasi perampokan uang rakyat.

Temuan Badan Pemeriksa Keuangan -
mengindikasikan bahwa perampokan uang rakyat
terjadi merata di semua instansi pemerintah.,

§

Terkait dengan indikasi ma-
nipulasi dana perjalanan dinas
yang berasal dari Anggaran Pen-
dapatan dan ‘Belanja Negara
(APBN) itu, Badan Pemeriksa

{ Keuangan (BPK) telah melaksa-
nakan uji petik atas se_]umlah
instansi.

Instansi-instansi itu adalah

Kementerian Sosial, Kementeri-
an Komumka51 dan Informatika,
Badan Nasional Penanggulangan
Bencana, serta Arsip Nasional
Republik Indonesia.

Demikian “Laporan Hail Pem
meriksaan atas Kepatuhan terha-
dap Perundangmndangan Tahun

2010” yang dikeluarkan BPK. Da-

lam laporan yang dokumennya
diperoleh Kompas akhir pekan
lalu itu disebutkan, auditor BPK
telah menguji sejumlah bukti

yang mengindikasikan manipu-
lasi dana perjalanan dina ini.
~ Sejumlah bukti itu berupa tiket

' pesawat, pajak bandar udara (air-

port: tax), transportasi: lokal,
penginapan, uang harian, dan
konfirmasi pada maskapai pe-
nerbangan. _ _
Modus yang ditemukan BPK
setidaknya ada empat. Pertama,
maskapai penerbangan yang di-
gunakan dalam pelaksanaan ber-
beda dengan yang dilaporkan.
Kedua, jumlah hari dinas tak se-
suai dengan yang dipertanggung-
jawabkan. Ketiga, melaporkan
perjalanan dinas fiktif. Keempat,
menggunakan tiket ash tetapi
palsu (aspal), yaitu sama sekali
tidak melakukan perjalanan

‘(Bersambung ke hal 15 kol 4-7)
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f O Maskapal penerbangan yang dtgunakan untuk
‘E' perjalanan dinas barbeda dengan yang
dﬁaporkan

@ Jumlah hari dinas tidak sesuai dengan vang
dipertangg ungjawabkan

& Menggunakan tlket‘aspal-(ash tam palsu);
PNS yang bertugas samasekali tidak
‘melakukan perjalanan dinas atau memakai
moda lain yang lebih murah.

Lembaga Negara yang Diuji:
Arsip Nasional R} (ANRY), Badan Nasional
P

Kementerian Sosial (Kemsos),
Kementenan Komunlkam dan

Buktn yang Diuji:

. Tiket pesawat, “airport tax",
transportasi lokal,
akomodasi/ penginapan,
uang harian, dan hasil
konfirmasi dengan
maskapai
penerbangan.

GUNAWAN




Uang Rakyat Dirampok

(Sambungan dari halaman 1)

dinas atan memakai moda trans-

portasi lain.

Dilakukan masif

Sekretaris Jenderal Forum In-
donesia untuk TransparansiAng-
garan (Fitra) Yuna Farhan, di
Jakarta, Senin (14/5), menegas-
kan, korupsi dana perjalanan, di-
nas oleh pegawai negeri sipil
(PNS) secara perseorangan bisa
jadi tidak terlalu besar jumlah-
nya. Namun, karena dilakukan
secara masif di lingkungan biro-
krasi, penyimpangan ini menye-
babkan anggaran APBN untuk
biaya perjalanan PNS melonjak.

“Modus-modus yang ditemu-

kan BPK lucu-lucu, Ada satu

orang ditemukan melakukan

perjalanan ke dua tempat yang
berbeda pada tanggal yang sama.

Ada juga perjalanan
diatur, padahal PNS

melakukan  perjalanan. Uang
yang sudah teﬂ(ﬁlnpul kemu dlal'l

dibagi-bagi di akhir tahun. Ada
juga penggelembungan melalui
tiket fiktif, lamanya perjalanan
misalkan dari 5 hari ditulis men-
jadi 10 hari” kata Yuna.

. Menurut Yuna, sistem belanja

perjalanan dinas memang men-
jadi ajang "bancakan” birokrasi.

Tren anggaran perjalanan dinas

sejak tahun 2009 terus naik, Pada
APBN 2009 dianggarkan Rp 2.9
triliun. Pada APBN-P 2009 men-
jadi Rp 12,7 triliun, tetapi reali-
sasinya membengkak menjadi Rp
15,2 triliun. '
Pada APBN 2010 pemerintah
menetapkan anggaran perjalan-
an dinas PNS Rp 16,2 triliun.
Namun, pada APBN-P 2010 naik

menjadi Rp 195 triliun dan reali-

‘sasinya Rp 18 triliun, Pada APBN

2011 dianggarkan Rp 24,5 triliun
‘dan APBN-P 2011 sebesar Rp
23,9 triliun.

Tren kenaikan be]anla perja-
lanan ini ditkuti dengan tren ke-
naikan penyimpangan uang per-
jalanan dinas tersebut. Dari hasil
audit BPK 2009 yang direkap
Fitra, ada temuan penyimpangan
Rp 73,5 miliar di 35
kementerian dan lem-
baga, Sementara pada
2010 ada temuan pe-
nyimpangan Rp 895
miliar di 44 kemente-
rian dan lembaga.

'Hany'a menegur

Pada 2010, lima be-

sar penyimpangan ter-
jadi di Kementerian Pendxdikan

Nasional sebesar Rp 14 miliar,
‘Kementerian Kebudayaan dan

Pariwisata Rp 12,8 miliar, Ke-
menterian Sosial Rp 10,5 miliar,
Kementerian Kehutanan Rp 7.9
‘miliar, serta Kementerian Per-
tanian Rp 6,3 miliar.

"Untuk tahun mendatang, pe-
nyimpangan pasti masih banyak
terjadi karena rekomendasi BPK
masih parsial. Hanya menegur

vang bersangkutan untuk me-
ngembalﬂran uang tersebut ke
kas negara, tidak ada tindak lan-
jut. Ini parsial, tidak memper-

 baiki sistem. Pegawai di kemen-
‘terian lain tetap melakukan hal

yang sama karena sistem tidak
diperbaﬂu,” kata Yuna.
Sengaja boros

Sejumlah anggota staf serta
pejabat PNS kementerian dan

lembaga pemerintah yang dite-
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mui di Jakarta kemarin mema-
parkan sejumlah modus yang si-
fatnya koruptif menjadi. peng-
gerak utama pemborosan ang-
garan pemerintah. Faktor kese-
ngajaan menghamburkan-ham-
burkan uang negara demi mem-

perkaya diri sendiri atat orang

lain menjadi indikasinya.

“Pemborosan anggaran ini le-
bih banyak dipicuambisi meraup
keuntungan pribadi
‘daripada faktor tele-
dor atan ketidak-
sengajaan tata kelo-
la birokrasi,” ujar
‘mereka.

Jain, mengadakan
program atau ba-

tidak perlu atau me-
manfaatkan program atau fasi-
litas yang sudah ada dengan tak
semestinya, Ini mulai dari proses
pengadaan barang dan jasa, per-

jalanan dinas, hingga pengguna-

an fasilitas pemerintah.
Banyak barang dan jasa yang
diadakan sejatinya tak penting

~atau diperlukan untuk kepen-

tingan pelayanan publik atau pe-
ningkatan kinerja birokrasi. Le-
bih parah lagi, tidak sedikit di
antara ba.rang yang telah diada-

Modusnya, antara

rang yang sejatinya

kan itu ternyata berkualitas bu-

ruk, bahkan tidak berfungsi sama
sekali. Ini tidak terlepas dari pro-
ses lelang semu. i
Diungkapkan bahwa program
lelang elektronik yang didesain
untuk mendorong transparansi
tampak sebagai kulit saja. Hal
yang terjadi sebenarnya adalah
penunjukan langsung.
Menurut salah seorang staf pa-.
da salah satu kementerian, lelang

‘semu itu dioperasikan oleh unsur

pimpinan unit kerja. Unit La-
yanan Pengadaan yang semes-
tinya ikut bertanggung jawab tak
dilibatkan. Pucuk pimpinan yang
semestinya menjadi kuasa pe-
megang anggaran terkesan tak
‘menjalankan fungsi sebagaimana
mestinya, :

“Pada triwulan pertama saja

‘ada pengadaan barang yang nilai-

nya sekitar Rp 2 miliar, tetapi
proses lelangnya tak jelas,” kata
PNS tersebut.

Terkait dengan perjalanan di-
nas, pemberosan dilakukan de-
ngan modus pembuatan pertang-
gungjawaban fiktif, Diperkirakan

Jebih dari separuh pertanggung-

jawaban perjalanan dinas adalah
fiktif.

(HAR/LAS/LOK/INA/LUK/
DMU/RIZ/WHO/EVY)



